1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan
penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Secara umum komoditas yang menjadi penyumbang inflasi terbesar dari Kabupaten Cirebon
adalah bawang merah, daging ayam ras, dan daging sapi. kenaikan inflasi pada komoditas
bawang merah disebabkan oleh terganggunya produksi di daerah sentra produsen akibat
curah hujan yang tinggi. Sementara itu, kenaikan inflasi pada daging ayam ras dan daging sapi
didorong oleh kenaikan permintaan pada HBKN Idul Fitri.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Terganggunya produksi bawang merah di sentra produsen akibat curah hujan yang tinggi

- Kenaikan pada Daging ayam ras dan daging sapi disebabkan oleh meningkatnya permintaan
menjelang HBKN Idul Fitri

- Resiko Inflasi di Bulan April 2024 masih berasal dari komoditas pangan, terutama di tengah
momentum HBKN Idul Fitri.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Peningkatan Intensitas pelaksanaan OPM dan GPM di Wilayah Kabupaten Cirebon di
beberapa titik wilayah dengan menjual komoditas Beras SPHP, Telur Ayam, Daging
Ayam Ras, Minyak Goreng, Cabai Merah, Bawang Merah, dll.

2. Panen Raya disertai pemberian bantuan Alsintan yang merupakan kerjasama dengan
Bank Indonesia Cirebon

3. Pelaksanaan Sidak Keterjangkauan Harga dan Stok Pangan di beberapa toko retail dan
Pasar Daerah di Kabupaten Cirebon

4. Rapat Korodinasi dan high Level Meeting antar SKPD terkait bekerjasama dengan
Bulog, Bank Indonesia, dan Forkopimda

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Perlu adanya Regulasi baru terkait Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Tupoksi
masing-masing SKPD

2. Sidak Ketrjangkauan harga dan stok pangan harus lebih intens yang dilaksanakan oleh
SKPD terkait bersama Pimpinan Daerah

3. Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) lebih diperluas lagi
dalam pelaksanaannya dan komoditas yang dijual lebih beragam lagi

4. Lebh Intens dalam Koordinasi antar stakeholder terhadap pengendalian inflasi di
daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Penerbitan Regulasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah terbaru karena mengingat banyak
pejabat yang sudah mutasi rotasi



